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KATA PENGANTAR 
 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas 

antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang 

dipimpinnya. 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah unit Eselon I dari Kementerian Keuangan 

yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  dengan menyusun laporan keuangan 

berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengacu pada 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian 

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para 

pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban 

dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada 

manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance). 

 Jakarta,        Mei 2020 
Sekretaris Direktorat Jenderal, 
 

 

 
Ditandatangani secara elektronik 

 Rukijo 
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 
 

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pasal 28 ayat (3), Menteri/Pimpinan Lembaga 

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan 

selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2019 

ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Laporan Realisasi Anggaran Audited Tahun 2019 menggambarkan perbandingan antara Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur 

pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019. Realisasi Pendapatan Negara 

dan Hibah pada Audited TA 2019 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 

Rp207.708.558,00. Realisasi Belanja Negara pada Audited TA 2019 adalah sebesar 

Rp97.326.327.096,00 atau mencapai 92,12 persen dari anggaran sebesar Rp105.654.656.000,00. 

Jumlah realisasi Belanja tersebut semuanya berasal dari realisasi Belanja Rupiah Murni.  

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Audited TA 2019 dan Audited 2018 dapat disajikan 

sebagai berikut: 

  Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Audited TA 2019 dan Audited TA 2018  

 (dalam rupiah) 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 

Pendapatan Negara dan Hibah -                               207.708.558          -                               677.539.156          

Jumlah Pendapatan -                               207.708.558          -                               677.539.156          

Belanja Pegawai 37.785.676.000    36.964.703.750    34.749.826.000    32.825.097.316    

Belanja Barang 60.206.309.000    53.728.095.532    87.201.906.000    70.054.090.587    

Belanja Modal 7.662.671.000      6.633.527.814      24.023.886.000    23.019.123.130    

Jumlah Belanja 105.654.656.000  97.326.327.096    145.975.618.000  125.898.311.033  

Audited TA 2019 Audited TA 2018
Uraian

 
  



Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2019 Audited   

3 

2. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 

31 Desember 2019 dan Audited TA 2018. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem 

Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp36.696.597.087,00 yang terdiri 

dari Aset Lancar sebesar Rp1.596.898.293,00 Aset Tetap sebesar Rp31.986.089.013,00 dan Aset 

Lainnya sebesar Rp3.113.609.781,00. 

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2019 disajikan sebesar Rp113.241.942,00 dan 

Rp36.583.355.145,00 sehingga total nilai kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp36.696.597.087,00. 

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan Audited TA 2018 dapat disajikan sebagai berikut: 

  Tabel 2 Ringkasan Neraca Audited TA 2019 dan Audited TA 2018  

(dalam rupiah) 

Uraian Audited TA 2019 Audited TA 2018
Kenaikan / 

(Penurunan)

Aset 36.696.597.087            38.777.681.234         (2.081.084.147) 

Aset Lancar 1.596.898.293              1.669.447.837           (72.549.544)       

Aset Tetap 31.986.089.013            35.756.025.077         (3.769.936.064) 

Aset Lainnya 3.113.609.781              1.352.208.320           1.761.401.461   

Kewajiban 113.241.942                  136.800.920               (23.558.978)       

Kewajiban Jangka Pendek 113.241.942                  136.800.920               (23.558.978)       

Ekuitas 36.583.355.145            38.640.880.314         (2.057.525.169) 

Ekuitas 36.583.355.145            38.640.880.314         (2.057.525.169) 

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 36.696.597.087            38.777.681.234         (2.081.084.147) 
 

3. LAPORAN OPERASIONAL 

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari 

operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, 

surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.  

Pendapatan Operasional-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 

Rp17.567.477,00, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp105.673.359.871,00 

sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp105.655.792.394,00. Kegiatan Non 

Operasional dan Pos-pos Luar Biasa surplus sebesar Rp191.831.247,00 sehingga entitas mengalami 

Defisit sebesar Rp(105.463.961.147,00). 
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4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah 

sebesar Rp38.640.880.314,00   dikurangi   Defisit-LO   sebesar  Rp105.463.961.147,00 kemudian   

ditambah Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp2.892.500,00 dan Transaksi antar 

entitas sebesar Rp103.604.347.096,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 

adalah sebesar Rp36.583.355.145,00. 

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK)  menyajikan  informasi  tentang  penjelasan  atau 

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang  disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah 

penyajian informasi yang diharuskan  dan  dianjurkan  oleh  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  serta  

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan 

keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2019, Pendapatan Negara dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu 

diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. 

Dalam penyajian Laporan Operasional dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 

2019,  nilai  Pendapatan, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu 

diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau 

setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. 

 

 

  



Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2019 Audited   

5 

  



Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2019 Audited   

6 

 

  



Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2019 Audited   

7 

 
  



Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2019 Audited   

8 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

 
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

   

 (Dalam Rupiah) 

Audited TA 2018

Anggaran Realisasi % Realisasi

PENDAPATAN B.1

      Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1.1 0 207.708.558 0,00% 677.539.156

      Hibah B.1.2

      JUMLAH PENDAPATAN 207.708.558 0,00% 677.539.156

BELANJA

      BELANJA OPERASI B.2

      Belanja Pegawai B.2.1 37.785.676.000 36.964.703.750 97,83% 32.825.097.316

      Belanja Barang B.2.2 60.206.309.000 53.728.095.532 89,24% 70.054.090.587

Jumlah Belanja Operasi 97.991.985.000 90.692.799.282 92,55% 102.879.187.903

      BELANJA MODAL B.3

      Belanja Tanah B.3.1

      Belanja Peralatan dan Mesin B.3.2 3.572.341.000 2.830.611.335 79,24% 10.673.546.847

      Belanja Gedung dan Bangunan B.3.3 1.633.842.000 1.576.270.179 96,48% -

      Belanja Modal Lainnya B.3.4 2.456.488.000 2.226.646.300 90,64% 12.345.576.283

Jumlah Belanja Modal 7.662.671.000 6.633.527.814 86,57% 23.019.123.130

      JUMLAH BELANJA 105.654.656.000 97.326.327.096 92,12% 125.898.311.033

Uraian Catatan
Audited TA 2019

 

Jakarta,       Mei 2020 
Sekretaris Direktorat Jenderal, 

 

 

 

 Ditandatangani secara elektronik 

Rukijo 
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NERACA 
 

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 

NERACA 
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

(Dalam Rupiah) 

URAIAN Catatan Audited TA 2019 Audited TA 2018

ASET 
ASET LANCAR

      Piutang Bukan Pajak C.1 50.733.906 55.254.165

      Penyisihan Piutang tak Tertagih

      Bukan Pajak
C.2 (50.733.906) (50.756.507)

      Piutang Bukan Pajak (Netto) C.3 0 4.497.658

      Persediaan C.4 1.596.898.293 1.664.950.179

Jumlah Aset Lancar 1.596.898.293 1.669.447.837
ASET TETAP

      Peralatan dan mesin C.5 92.851.731.639 100.841.547.680

      Gedung dan Bangunan C.6 1.427.595.200 899.754.000

      Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.7 990.851.337 990.851.337

      Aset Tetap Lainnya C.8 12.426.325.730 11.732.950.373

      Kontruksi dalam Pengerjaan C.9 0 20.956.000

      Akumulasi Penyusutan C.10 (75.710.414.893) (78.730.034.313)

Jumlah Aset Tetap 31.986.089.013 35.756.025.077
ASET LAINNYA

      Aset tak Berwujud C.11 5.466.459.685 3.239.813.385

      Aset Lain-Lain C.12 12.899.845.759 2.312.638.761

      Akumulasi penyusutan dan Amortisasi C.13 (15.252.695.663) (4.200.243.826)

Jumlah Aset Lainnya 3.113.609.781 1.352.208.320

JUMLAH ASET 36.696.597.087 38.777.681.234
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

      Utang Kepada Pihak Ketiga C.14 113.241.942 136.800.920

      Utang Yang Belum Ditagihkan C.15 - -

      Uang Muka dari KPPN C.16 - -

      Utang Jangka Pendek Lainnya C.17 - -

      Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 113.241.942 136.800.920

JUMLAH KEWAJIBAN 113.241.942 136.800.920
EKUITAS
Ekuitas C.18 36.583.355.145 38.640.880.314
JUMLAH EKUITAS 36.583.355.145 38.640.880.314

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 36.696.597.087 38.777.681.234

 
Jakarta,        Mei 2020 
Sekretaris Direktorat Jenderal, 

 

 

 

 Ditandatangani secara elektronik 

Rukijo 
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LAPORAN OPERASIONAL 
 

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 

LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

(Dalam Rupiah) 

URAIAN Catatan Audited TA 2019 Audited TA 2018

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL D.1

      Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1.1 17.567.477 94.847.744

      Pendapatan Hibah D.1.2

                                                         Jumlah Pendapatan Operasional 17.567.477 94.847.744

BEBAN OPERASIONAL D.2

      Beban Pegawai D.2.1 36.941.144.772 32.904.999.009

      Beban Persediaan D.2.2 1.346.424.904 2.258.173.169

      Beban Barang dan Jasa D.2.3 29.957.478.418 31.574.187.583

      Beban Pemeliharaan D.2.4 5.076.802.348 7.618.858.802

      Beban Perjalanan Dinas D.2.5 23.943.273.231 32.331.698.866

      Beban Penyusutan dan Amortisasi D.2.6 8.408.258.799 8.805.762.583

      Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.2.7 (22.601) 22.601

      Beban Lain-Lain D.2.8 0 0

                                                     Jumlah Beban Operasional 105.673.359.871 115.493.702.613

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (105.655.792.394) (115.398.854.869)

KEGIATAN NON OPERASIONAL D.3

Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar D.3.1

      Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar D.3.1.1 130.004.000 121.983.288

      Beban Pelepasan Aset Non Lancar D.3.1.2 0 34.757.143

      Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 130.004.000 87.226.145

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.3.2.

      Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya D.3.2.1 181.801.414 427.372.165

      Beban kegiatan Non Operasional Lainnya D.3.2.2 119.974.167 52.370.523

      Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional 

Lainnya 61.827.247 375.001.642

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 191.831.247 462.227.787

POS LUAR BIASA D.4 0 0

      Beban Luar Biasa D.4.1 0 0

SURPLUS/DEFISIT LO (105.463.961.147) (114.936.627.082)  
Jakarta,        Mei 2020 
Sekretaris Direktorat Jenderal, 
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

 

(Dalam Rupiah) 

Audited TA 2019 Audited TA 2018
1 2 3 4

EKUITAS AWAL E.1 38.640.880.314 24.255.545.308

SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (105.463.961.147) (114.936.627.082)

DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN 

AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 
E.3 0 0

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI 

EKUITAS
E.4

(197.911.118) 98.875.970

      Penyesuaian Nilai Aset E.4.1 0 0

      Koreksi Nilai Persedian E.4.2 2.892.500 0

      Selisih Revaluasi aset Tetap E.4.3 0 0

      Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.4.4 (200.803.618) 98.875.970

      Koreksi lain-Lain E.4.5 0 0

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.5 103.604.347.096 129.223.086.118

      Ditagihkan ke Entitas Lain E.5.1 97.326.327.096 125.898.311.033

      Diterima dari Entitas Lain E.5.2 (207.708.558) (677.539.156)

      Transfer Keluar E.5.3 0 0

      Transfer Masuk E.5.4 0 876.076.264

      Pengesahan Hibah Langsung E.5.5 6.485.728.558 3.126.237.977

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (2.057.525.169) 14.385.335.006
EKUITAS AKHIR E.4.6 36.583.355.145 38.640.880.314

URAIAN Catatan
PERIODE

 

Jakarta,        Mei 2020 
Sekretaris Direktorat Jenderal, 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
 

A. PENJELASAN UMUM 

A.1 DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Hibah; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan 

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik 

Negara; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik 

Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2018 tentang Penyusutan Barang Milik 



Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2019 Audited   

13 

Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;  

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening 

Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas  Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan 

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan 

Bendahara Umum Negara; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Pusat; 

22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam 

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 

A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN  

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berdasarkan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan daerah; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah; 

c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan daerah; 

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. 

Pembentukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan upaya penataan hubungan 

keuangan antara pusat dan daerah seiring dengan perkembangan dinamis yang terkait dengan 

keuangan pusat dan daerah. 

A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun Anggaran 2019 ini merupakan laporan yang mencakup 

seluruh aspek  keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 
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Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu 

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional 

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dirancang untuk menghasilkan Laporan 

Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu SAKTI menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan 

lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial 

lainnya. 

A.4 BASIS AKUNTANSI 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerapkan basis Akrual dalam penyusunan dan 

penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis Kas untuk 

penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang 

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, 

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan basis Kas adalah 

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara 

kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah. 

A.5 DASAR PENGUKURAN 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos 

dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan DJPK dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. 

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari 

imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi 

kewajiban yang bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang 

menggunakan mata uang asing dikonversi dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. 

A.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun Anggaran 2019 telah 

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi 

merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, praktik-praktik spesifik 

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan 

yang ditetapkan oleh DJPK yang merupakan entitas pelaporan. Disamping itu, dalam 

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan 

pemerintahan. 
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Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan 

Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut: 

 

1) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN-LRA 

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah Ekuitas Dana 

Lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu 

dibayar kembali oleh pemerintah.  

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan 

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

 

2) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN-LO 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

Pendapatan-LO diakui pada saat  timbulnya hak  atas pendapatan dan /atau Pendapatan 

direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan 

pendapatan-LO pada DJPK  adalah sebagai berikut: 

2.1. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. 

2.2. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). 

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

3) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS BELANJA 

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode 

tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah 

pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN). 

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan 

organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

4) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS BEBAN 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang 

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 

kewajiban.  
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Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan 

manfaat ekonomi atau potensi jasa.   

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan 

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

5) KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS ASET 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam 

pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan 

kandungan pertambangan.  

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya: 

a) ASET LANCAR 

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, 

atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar 

ini terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan. 

Kas disajikan dalam Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing 

disajikan dalam Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.  

Piutang   dinyatakan  dalam  neraca  menurut  nilai   yang   timbul berdasarkan hak yang telah 

dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima 

pengembaliannya  dalam  waktu  12  (dua  belas)  bulan  setelah tanggal pelaporan dan disajikan 

sebagai Bagian Lancar Piutang. 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua 

belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk 

mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual 

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: 

1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian. 

2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 

3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 

donasi/rampasan. 
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b) ASET TETAP 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk 

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.  

Nilai Aset Tetap disajikan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. 

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: 

1) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Renovasi Peralatan dan 

Mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan yang 

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 

3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, 

diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, Konstruksi 

Dalam Pengerjaan dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak 

kesenian.  

c) PIUTANG JANGKA PANJANG 

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 

12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan 

Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh 

tempo lebih dari satu tahun. 

TPA menggambarkan jumlah yang diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran 

kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan 

aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke 

kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. 

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang 

karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah. 

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri 

bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita 

oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar 

hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. 

d) ASET LAINNYA 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. 

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. 

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik 

serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan 

lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; 

lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hasil kajian/penelitian 

yang memberikan manfaat jangka panjang. 
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Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional 

pemerintah. 

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS KEWAJIBAN 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka 

Panjang. 

a) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk 

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketgia 

(PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka 

Pendek Lainnya. 

b) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar 

atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pada saat pertama kali 

transaksi berlangsung. 

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS EKUITAS  

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan 

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam laporan Perubahan Ekuitas. 

8. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase 

tertentu dari akun piutang berdasarkan penentuan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang 

dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang 

dilakukan pemerintah.  

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum 

Negara.  

Penentuan Kualitas Piutang disajikan pada Tabel 3  berikut ini: 
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Tabel 3 Penentuan Kualitas Piutang 

Kualitas 
Piutang 

Uraian Penyisihan 

Lancar Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh 
tempo yang ditetapkan; 

0.5% 

Kurang 
lancar 

Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; 

10% 

Diragukan Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 

50% 

Macet 1. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau 

2. Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia 
Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 

100% 

 

9. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENYUSUTAN ASET TETAP 

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan 

manfaat dari suatu Aset Tetap.  Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.06/2018 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada 

Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap : 

a. Tanah 

b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) 

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi 

rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan 

penghapusan. 

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa 

memperhitungkan adanya nilai residu.   

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan 

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama 

masa manfaat. 

Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 59/KMK.06/2018 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik 

Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.  Secara umum Tabel Masa Manfaat Aset 

Tetap disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat Aset Tetap 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun 

Aset Tetap lainnya (alat musik modern) 4 Tahun 
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B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2019 adalah sebesar Rp207.708.558,00. DJPK 

tidak menetapkan target dalam APBN TA 2019. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2018 

sebesar Rp677.539.156,00, realisasi PNBP TA 2019 mengalami penurunan sebesar 

Rp469.830.598,00 atau (69.34) persen. Seluruh penerimaan berasal dari PNBP. 

PNBP pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berasal dari Pendapatan Penjualan Hasil 

Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp9.550.000,00, Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin 

sebesar Rp130.004.000,00, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara sebesar 

Rp9.583.333,00, Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar 

Rp12.537.736,00, serta Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp46.033.489,00. 

Besarnya realisasi PNBP TA 2019 per akun dapat dilihat dalam tabel 5 berikut. 

Tabel 5 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2019 Audited 

Estimasi Realisasi %

425119
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non 

Litbang Lainnya 0 9.550.000          100

425122
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan 

Mesin 0 130.004.000     100

425791
Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara 

Bukan Bendahara 0 9.583.333          100

425811
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan 

Pemerintah 0 12.537.736        100

425912
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun 

Anggaran Yang Lalu 0 46.033.489        100

Uraian

 

Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2019 dan TA 2018 dapat 

dilihat pada tabel 6 berikut. 
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Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2019 dan 2018  

Akun Uraian
AUDITED TA 

2019

AUDITED TA 

2018

Kenaikan / 

(Penurunan)
%

425119
Pendapatan Penjualan Hasil 

Non Litbang Lainnya
9.550.000        36.000.000    (26.450.000) -73,47%

425122
Pendapatan dari Penjualan 

Peralatan dan Mesin
130.004.000   64.094.400    65.909.600 102,83%

425129

Pendapatan dari 

Pemindahtanganan BMN 

Lainnya

-                         57.888.888    (57.888.888) -100,00%

425791

Pendapatan Penyelesaian 

Kerugian Negara Bukan 

Bendahara

9.583.333        -                   9.583.333 -100,00%

425811

Pendapatan Denda 

Penyelesaian Pekerjaan 

Pemerintah

12.537.736     54.327.485    (41.789.749) -76,92%

425911
Penerimaan Kembali Belanja 

Pegawai TAYL
-                         3.036.574      (3.036.574) -100,00%

425912
Penerimaan Kembali Belanja 

Barang TAYL
46.033.489     363.315.839  (317.282.350) -87,33%

425913
Penerimaan Kembali Belanja 

Modal TAYL
-                         98.875.970    (98.875.970) -100,00%

Total 207.708.558 677.539.156 (469.830.598) -69,34%  
Tidak terdapat pengembalian pendapatan selama TA 2019. 

B.1.1 PENDAPATAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI NON LITBANG LAINNYA 

Pendapatan dari Penjualan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya adalah PNBP Lainnya 

yang berasal dari penjualan pemusnahan bahan non arsip. 

Sampai dengan 31 Desember 2019, DJPK menerima pendapatan dari penjualan pemusnahan non 

arsip senilai Rp9.550.000,00 sesuai Berita Acara Pemusnahan Non Arsip pada Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan BA-3/PK/2019. Bahan non arsip tersebut telah dihapuskan sesuai surat 

keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor KEP-36/PK/2019 tentang Pemusnahan 

Bahan Non Arsip pada DJPK tanggal 6 September 2019. 

B.1.2 PENDAPATAN DARI PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN 

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin adalah PNBP Lainnya yang berasal dari penjualan 

peralatan dan mesin. 

Sampai dengan 31 Desember 2019, DJPK menerima pendapatan dari penjualan peralatan dan 

mesin senilai Rp130.004.000,00 berasal dari penjualan BMN berupa 2 (dua) unit kendaraan 

bermotor roda empat tanggal 28 Juni dan 4 Oktober 2019 dan  sesuai Berita Acara Serat Terima 

Barang No. BA-01/TPBMN.DJPK/2019 dan BA-02/TPBMN.DJPK/2019 BMN tersebut telah 

dihapuskan sesuai surat kepustusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan nomor 

KEP-6/PK.1/2020 tentang penghapusan BMN pada DJPK tanggal 7 Februari 2020. 

B.1.3 PENDAPATAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BUKAN BENDAHARA 

Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Bendahara adalah PNBP yang berasal dari 

pembayaran penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau 

pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak 

langsung yang merugikan keuangan negara.  
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Sampai dengan 31 Desember 2019, DJPK menerima satu Pendapatan Penyelesaian Kerugian 

Negara Bukan Bendahara sebesar Rp9.583.333,00 yaitu pembayaran kerugian negara atas 

pelanggaran ikatan dinas a.n. Ahmad Iskandar sesuai NTPN A6BB91PAU6A76FG2. Nilai ganti 

kerugian tersebut dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-

1274/KMK.08/1992 dengan total besaran ganti rugi yang harus dibayar untuk lulusan Diploma III 

Tahun 2001 adalah sebesar Rp25.000.000,00 dengan sisa masa ikatan dinas selama 3 tahun 10 

bulan. 

DJPK masih terdapat Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara sebesar Rp15.636.986,00 (lima belas 

juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), £10.225 

(sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima euro) dan $1.051 (seribu lima puluh satu dollar) atas 

pelanggaran kontrak kerja/ikatan dinas a.n. Ilham fajar Astomo namun belum terdapat dokumen 

pengakuan piutang (SKTM/SKPGR) sehingga belum dicatat dalam Laporan Keuangan TA 2019. 

Telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) a.n. Ilham Fajar Astomo Nomor: PEMB-

3/MK.1/2019 tanggal 5 Desember 2019, dan telah diterima surat keberatan atas SPGR pada tanggal 

15 Desember 2019. 

B.1.4 PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH 

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah adalah PNBP yang berasal dari setoran 
rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. 

Sampai dengan 31 Desember 2019, DJPK menerima Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan 
Pemerintah sebesar Rp12.537.736,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a) Rp4.520.259,00 berasal dari penerimaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
pengadaan meubelair lantai 4, 5, 6, 7, dan 8 Gedung Radius Prawiro DJPK sesuai Kode Billing 
Nomor 820190103727392 dan telah dilunasi sesuai NTPN nomor F577B7L3LSHE17LO tanggal 
7 Januari 2019; dan 

b) Rp8.017.477,00 berasal dari penerimaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
renovasi rumah dinas eselon I dan telah dilunasi sesuai potongan SPM nomor 00860T tanggal 
28 Mei 2019. 

B.1.5 PENERIMAAN KEMBALI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN YANG LALU 

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL adalah PNBP Lainnya yang diakibatkan oleh pembayaran 

kembali atas kelebihan bayar belanja barang yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran yang 

lalu. 

Sampai dengan 31 Desember 2019, DJPK menerima Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 

sebesar Rp46.033.489,00 berasal dari berbagai penerimaan sebagai berikut: 

a) Rp332.500,00 berasal dari pengembalian belanja barang uang saku rapat pembahasan 

kemudahan berusaha dan transparasi daerah sesuai NTPN nomor A9E3A8HVU2FGKDNI 

tanggal 11 Januari 2019; 

b) Rp12.160.000,00 berasal dari pengembalian belanja barang pelaksanaan secondment bulan 

Desember 2018 sesuai NTPN nomor 350C68HMOMO3GTNI tanggal 11 Januari 2019; 

c) Rp15.820.845,00 berasal dari pengembalian belanja barang sewa mesin fotokopi Konika 

Minolta bulan Desember 2018 sesuai NTPN nomor 444490469Q5JC6PO tanggal 15 Januari 

2019; 

d) Rp851.200,00 berasal dari pengembalian belanja barang keggiatan DJPK Goes To Campus di 

Universitas Andalas tanggal 7 – 9 November 2018 sesuai NTPN nomor FE2602PFGS8KPFPO 

tanggal 15 Januari 2019; 
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e) Rp12.368.544,00 berasal dari pengembalian belanja barang perjalanan dinas diseminasi dana 

desa di Kabupaten Banyuwangi tanggal 22 -24 Februari 2018 sesuai NTPN nomor 

968122GJU9SHRD9O tanggal 11 Februari 2019;  

f) Rp1.275.000,00 berasal dari pengembalian belanja barang atas SPM nomor 1911A 2018 sesuai 

NTPN nomor B2D9B2QSNTK4NF28 tanggal 12 Februari 2019; 

g) Rp492.000,00 berasal dari pengembalian belanja uang lembur PPNPN TA 2018 sesuai NTPN 

nomor 078CD61QTLIM11ML tanggal 23 Juli 2019; dan  

h) Rp2.733.400,00 berasal dari pengembalian belanja barang sebagai tindak lanjut atas hasil 

pengawasan Inspektorat V TA 2012 sesuai LHP nomor LAP-07/IJ.6/2013 tanggal 27 Maret 2013. 

 

B.2 BELANJA NEGARA 

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada TA 2019 adalah sebesar 

Rp97.326.327.096,00 atau 92,12 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar 

Rp105.654.656.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp1.109.602.599,00. 

Pagu anggaran TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp40.320.962.000,00 atau 27,62 persen 

dari pagu anggaran TA 2018 sebesar Rp145.975.618.000,00. Secara umum penurunan pagu 

anggaran tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi kegiatan, penyesuaian volume 

keluaran, dan perubahan kebijakan belanja tahun 2019. Kebijakan efisiensi tersebut 

diimplementasikan melalui beberapa hal seperti penyesuaian satuan harga/biaya, pembatasan 

kegiatan, pemanfaatan teknologi informasi dan penyinergian kegiatan sejenis. Sedangkan 

perubahan kebijakan belanja setidaknya dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu perubahan prioritas 

kegiatan dan perubahan kebijakan belanja pegawai. Pada tahun 2019, terdapat kegiatan prioritas 

nasional (1 kegiatan) dan bidang (4 kegiatan) yaitu: Kemitraan Pemerintah, Pengusaha dan 

kelompok usaha desa; (2) Penyempurnaan Konsepsi RUU tentang HKPD; (3) Penyempurnaan 

Konsepsi RUU tentang PDRD; (4) Pengembangan Creative Financing untuk Percepatan Penyediaan 

layanan Publik; dan (5) Pemeringkatan Desa. Adapun pada tahun 2018 terdapat kegiatan prioritas 

Diseminasi Dana Desa dengan target Volume keluaran sebanyak 71 lokasi, sedangkan pada tahun 

2019 tidak lagi menjadi kegiatan prioritas bidang namun tetap menjadi kegiatan strategis yang 

dilaksanakan dengan perubahan volume keluaran menjadi 25 lokasi. Selain prioritas kegiatan yang 

berubah, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2019 turut mempengaruhi besaran pagu DJPK 

akibat belum dapat dianggarkannya belanja pegawai untuk THR dan kenaikan gaji sebesar 5% yang 

berlaku pada tahun 2019. Seperti pemangkasan kegiatan diseminasi dana desa dimana pada TA 

2018 dilaksanakan di 71 lokasi dan pada TA 2019 menjadi 25 lokasi ditambahkan dengan 

pemeringkatan desa dan kemitraan desa; skema kegiatan pendampingan obligasi daerah diubah 

menjadi creative financing dan riset pengembangan; serta kegiatan pemantauan dan evaluasi 

lapangan diutamakan dilaksanakan dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi. 

Realisasi belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp97.326.327.096,00  atau 22,69 persen 

dari realisasi belanja 2018 sebesar Rp125.898.311.033,00. Persentase realisasi belanja terhadap 

pagu belanja 2018 mengalami kenaikan secara persentase dari 86,25 persen di TA 2018 menjadi 

92,12 persen di TA 2019.  

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun 

tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.  
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Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menurut jenis belanja meliputi belanja 

pegawai, belanja barang,  dan belanja modal. Perbandingan antara realisasi belanja TA 2019 dan 

2018 dapat dilihat pada Tabel 7 dan grafik 1 berikut: 

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018 

Uraian  2019  2018 Kenaikan / Penurunan %

Realisasi Belanja 97.326.327.096  125.898.311.033   (28.571.983.937) (0,23)

Total 97.326.327.096 125.898.311.033 (28.571.983.937) (0,23)
 

 

Grafik  1 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018 

 
 

Perkembangan pagu, realisasi, dan persentase realisasi belanja TA 2014 sampai dengan TA 2019 dapat 

dilihat pada Tabel 8 dan grafik 2 berikut: 

Tabel 8 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja 2014 – 2018 dan TA 2019 

Tahun Pagu Realisasi %

2014 107.299.994.000      72.417.732.539    67,49

2015 165.163.319.000      129.413.591.230  78,35

2016 126.078.440.000      90.651.692.999    71,90

2017 129.015.096.000      109.881.084.178  85,17

2018 145.975.618.000      125.898.311.033  86,25

2019 105.654.656.000      97.326.327.096    92,12  
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Grafik  2 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja 2014 – 2018 dan TA 2019 

 

Realisasi Belanja menurut jenis belanja disajikan pada tabel 9 berikut. 

Tabel 9 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2019 

Uraian Pagu Realisasi %

Belanja Pegawai 37.785.676.000       36.964.703.750  97,83

Belanja Barang 60.206.309.000       53.728.095.532  89,24

Belanja Modal 7.662.671.000         6.633.527.814    86,57

Total 105.654.656.000 97.326.327.096 92,12  

Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk TA 2019 sebagaimana tampak pada tabel  8  dan 

dapat digambarkan pada grafik 3 berikut: 

Grafik  3 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2019 
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Realisasi belanja  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan per kegiatan yang dilaksanakan pada  

Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam tabel 10 berikut: 

Tabel 10 Realisasi Belanja Per Kegiatan TA 2019 

KODE URAIAN KEGIATAN PAGU REALISASI %

1687
Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan 

Pengelolaan Transfer ke Daerah
       8.288.473.000     7.585.070.476 91,51

1688

Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi 

di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi 

Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi 

Keuangan Daerah

       5.870.266.000     5.384.094.250 91,72

1689
Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, 

Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD 
     10.106.561.000     9.560.866.318 94,60

1690

Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, 

Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan 

dan Kapasitas Daerah

       6.795.445.000     5.479.667.809 80,64

1691

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 

Lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan

     74.593.911.000  69.316.628.243 92,93

  105.654.656.000  97.326.327.096 92,12TOTAL 
 

 

B.2.1 BELANJA PEGAWAI 

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus 

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan 

dengan pembentukan modal. 

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Lembur 

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 adalah sebesar Rp36.964.703.750,00 atau 97,83 persen dari 

pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2019 sebesar Rp37.785.676.000,00. Apabila dibandingkan 

dengan realisasi 2018, realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 

Rp4.139.606.434,00 atau 12,61 persen.   

Kenaikan realisasi belanja pegawai terjadi pada komponen belanja pegawai, yakni belanja gaji dan 

tunjangan PNS sementara belanja lembur mengalami penurunan. Kenaikan realisasi Belanja 

Pegawai sebesar 12,61 persen disebabkan belanja pegawai pada TA 2019 tersebut dianggarkan 

lebih tinggi dari TA 2018 karena jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

mengalami kenaikan yakni semula 456 orang  menjadi 562 orang. Rincian Belanja Pegawai TA 2019 

dapat dilihat pada tabel  11 berikut. 

Tabel 11 Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 

Uraian Pagu Realisasi %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 37.397.716.000 36.632.111.750 97,95

Belanja Lembur 387.960.000 332.592.000 85,73

Total 37.785.676.000 36.964.703.750 97,83  

Perbandingan antara realisasi belanja pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat 

dilihat pada Tabel 12 berikut.  
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Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018 

Uraian 2019 2018 Kenaikan / (Penurunan) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 36.667.002.608      32.444.440.543   4.222.562.065 13,01

Belanja Lembur 332.592.000            391.656.000        (59.064.000) (15,08)

Jumlah Belanja Bruto 36.999.594.608      32.836.096.543   4.163.498.065 12,68

Pengembalian Belanja 34.890.858              10.999.227           23.891.631 217,21

Jumlah Belanja Netto 36.964.703.750 32.825.097.316 4.139.606.434 12,61  

Komposisi Belanja Pegawai TA 2019 dapat digambarkan dalam Grafik 4 berikut. 

Grafik  4 Komposisi Belanja Pegawai TA 2019 

 

Perbandingan persentase realisasi belanja pegawai TA 2014 sampai dengan TA 2019 dapat dilihat 

pada Tabel 13 dan grafik 5 berikut: 

Tabel 13 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 – 2018 dan 2019 

 

 

 

 

 

36,632,111,750

332,592,000

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Uang Lembur

Tahun Pagu Realisasi %

2014 25.549.693.000             24.534.563.500             96,03

2015 29.226.711.000             26.953.010.980             92,22

2016 30.303.861.000             28.618.679.974             94,44

2017 34.632.363.000             28.676.039.218             82,80

2018 34.749.826.000             32.836.096.543             94,49

2019 37.785.676.000             36.964.703.750             97,83
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Grafik  5 Persentase Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 – 2018 dan 2019 

 
 

B.2.2 BELANJA BARANG 

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai 

untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan 

barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. 

Realisasi Belanja Barang TA 2019 adalah sebesar Rp53.728.095.532,00 yang berarti 89,24 persen 

dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2019 sebesar Rp60.206.309.000,00. Apabila 

dibandingkan dengan 2018, realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar 

Rp16.325.995.055,00 atau (23,30) persen.  

Penurunan nilai realisasi Belanja Barang tahun 2019 dibandingkan dengan nilai realisasi pada TA 

2018 secara signifikan terjadi pada semua jenis Belanja Barang Persediaan. Penurunan tersebut 

disebabkan adanya efisiensi penggunaan persediaan seperti pengunaan ATK dan pemanfaatan 

kertas bekas, perubahan gaya hidup tanpa plastik, serta pelaksanaan piloting aplikasi Nadine 2.0 

sehingga mampu mengurangi konsumsi persediaan seperti kertas, tissue, dan plastik sampah. 

Rincian Belanja Barang  TA 2019 adalah sebagai berikut:   

Tabel 14 Realisasi Belanja Barang TA 2019 

Uraian Pagu Realisasi %

Belanja Barang Operasional 7.710.517.000 7.063.072.844 91,60

Belanja Barang Non Operasional 10.789.115.000 8.531.174.364       79,07

Belanja Barang Persediaan 1.538.053.000 1.402.354.150 91,18

Belanja Jasa 8.390.610.000 7.850.690.152 93,57

Belanja Pemeliharaan 5.007.139.000 4.937.530.791 98,61

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 26.033.875.000 23.855.094.961 91,63

Belanja Perjalanan Luar Negeri 737.000.000 88.178.270 11,96

Total 60.206.309.000    53.728.095.532    89,24  
 

 

96.03%

92.22%

94.44%

82.80%

94.49%

97.83%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019



Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2019 Audited   

29 

Perbandingan antara realisasi Belanja Barang TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel 15 

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan 2018 

Uraian 2019 2018
Kenaikan / 

(Penurunan)
%

Belanja Barang Operasional 7.067.332.844 7.193.177.208 (125.844.364) (1,75)

Belanja Barang Non Operasional 8.554.081.943         11.255.361.488 (2.701.279.545) (24,00)

Belanja Barang Persediaan 1.402.354.150 1.640.577.278 (238.223.128) (14,52)

Belanja Jasa 7.858.215.152 10.074.315.410 (2.216.100.258) (22,00)

Belanja Pemeliharaan 4.937.530.791 7.562.232.837 (2.624.702.046) (34,71)

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 24.247.131.393 33.086.369.042 (8.839.237.649) (26,72)

Belanja Perjalanan Luar Negeri 736.161.000 -                                 736.161.000 -           

Jumlah Belanja Bruto 54.802.807.273 70.812.033.263 (16.009.225.990) (22,61)

Pengembalian Belanja 1.074.711.741 757.942.676 316.769.065 41,79

Jumlah Belanja Netto 53.728.095.532 70.054.090.587 (16.325.995.055) (23,30)

 
 

Komposisi Belanja Barang TA 2019 dapat digambarkan dalam grafik 6. 

Grafik  6 Komposisi Belanja Barang 

 
 

Perbandingan persentase realisasi belanja barang TA 2014 sampai dengan TA 2019 dapat dilihat pada 

Tabel 16 dan grafik 7 berikut: 
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Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 – 2018 dan TA 2019 

Tahun Pagu Realisasi %

2014 48.877.295.000    44.364.533.066  90,77

2015 119.249.206.000  88.375.513.725  74,11

2016 88.434.043.000    55.410.492.619  62,66

2017 73.087.438.000    62.101.700.695  84,97

2018 87.201.906.000    70.812.033.263  81,20

2019 60.206.309.000    53.728.095.532  89,24  

Grafik  7 Realisasi Belanja Barang TA 2014 – 2018 dan TA 2019 

 
 

B.2.3 BELANJA MODAL 

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat 

dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset 

lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. 

Realisasi Belanja Modal TA 2019 adalah sebesar Rp6.633.527.814,00 atau 86,57 persen dari pagu 

yang ditetapkan dalam DIPA TA 2019 sebesar Rp7.662.671.000,00. Apabila dibandingkan dengan 

2018, realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp16.385.595.316,00 atau 

71,18 persen.  

Penurunan realisasi Belanja Modal pada TA 2019 disebabkan pengadaan barang dan jasa 

khususnya barang-barang di e-catalog LKPP dan renovasi Gedung Radius Prawiro pada TA 2018 

seluruhnya telah diselesaikan pada TA bersangkutan sehingga pada TA 2019 tidak dianggarkan 

kembali. Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2019 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 17 Realisasi Belanja Modal TA 2019 

Uraian Pagu Realisasi %

Belanja Modal & Mesin 3.572.341.000 2.830.611.335 79,24

Bel. Modal Gedung & Bangunan 1.633.842.000 1.576.270.179 96,48

Belanja Modal Lainnya 2.456.488.000 2.226.646.300 90,64

Total 7.662.671.000 6.633.527.814 86,57
 

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel 18 berikut. 

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Modal  TA 2019 dan 2018 

Uraian 2019 2018 Kenaikan / (Penurunan) %

B. Modal Peralatan dan Mesin 2.830.611.335 10.673.546.847 (7.842.935.512) (73,48)

B. Modal Gedung & Bangunan 1.576.270.179 0 1.576.270.179 0,00

Belanja Modal Lainnya 2.226.646.300 12.345.576.283 (10.118.929.983) (81,96)

Jumlah Belanja Bruto 6.633.527.814 23.019.123.130 (16.385.595.316) (71,18)

Pengembalian Belanja 0 0 0 0,00

Jumlah Belanja Netto 6.633.527.814 23.019.123.130 (16.385.595.316) (71,18)  
 

Komposisi Belanja Modal TA 2019 dapat digambarkan dalam grafik 8. 

Grafik  8 Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2019 
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Tabel 19 Rincian Belanja Modal Lainnya TA 2019  

 

Perbandingan persentase realisasi belanja modal TA 2014 sampai dengan TA 2019 dapat dilihat pada 

Tabel 20 dan grafik 9 berikut: 

Tabel 20 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal TA 2014 - 2019 

Tahun Pagu Realisasi %

2014 4.016.543.000    3.518.035.973     87,59

2015 16.687.402.000  14.085.066.525  84,41

2016 7.340.536.000    6.622.520.406     90,22

2017 21.295.295.000  19.551.285.045  91,81

2018 24.073.886.000  23.019.123.130  95,62

2019 7.662.671.000    6.633.527.814     86,57  

 

Grafik  9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018 

 
 

 

No Kode Barang NUP Uraian ATB Nilai Perolehan Keterangan

1 8010101002 35 Software Komputer 163.166.300             Stata License

2 8010101002 36 Software Komputer 24.000.000                Dashboard SIKD

3 8010101002 37 Software Komputer 46.000.000                Jasa Konsul SIMPEG

4 8010101002 38 Software Komputer 40.000.000                
Pembangunan Aplikasi Layanan Perlengkapan 

Dan Rumah Tangga DJPK

5 8010101002 39 Software Komputer 23.000.000                
Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Ruang 

Rapat DJPK

6 8010101002 40 Software Komputer 1.342.000.000          
Paket Pekerjaan Pengadaan Platform Integrasi 

Dan Sinkronisasi Data Keuangan Daerah

7 8010101002 43 Software Komputer 49.500.000                Aplikasi DAK Non Fisik

8 8010101002 44 Software Komputer 45.000.000                Pengembangan QR Code

9 8010101002 45 Software Komputer 115.000.000             Core SIKD

10 8010101002 46 Software Komputer 131.980.000             Sinergi Back End

11 8010101002 47 Software Komputer 169.000.000             JFAKPD (Backend, Frontend, analisis database)

12 8010101002 48 Software Komputer 36.000.000                Website

13 8010101002 49 Software Komputer 42.000.000                E Jurnal DJPK
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B.2.4 PENGEMBALIAN BELANJA NEGARA 

Pengembalian Belanja adalah penerimaan kembali dari kelebihan pembayaran yang telah 

dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang menjadi hak negara dan harus disetor ke Kas Umum 

Negara. Pengembalian Belanja tersebut tidak boleh  digunakan   untuk   keperluan   apapun   dengan  

alasan apapun dan harus disetor ke Kas Negara pada bulan berkenaan. 

Pengembalian Belanja  berasal dari ketiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan 

Belanja Modal. Pengembalian Belanja dibukukan sesuai dengan akun belanjanya. 

Realisasi Pengembalian Belanja TA 2019 dan 2018 yaitu sebesar Rp1.109.602.599,00 dan 

Rp768.941.903,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp340.660.696,00 atau 44,30 

persen. 

Pengembalian belanja TA 2019 berasal dari Pengembalian belanja pegawai sebesar 

Rp34.890.858,00 dan pengembalian belanja barang sebesar Rp1.074.711.741,00. 

Tabel 21 Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja TA 2019 dan TA 2018 

Akun Uraian Pengembalian 2019 2018 Selisih %

5111 Belanja Gaji dan Tunjangan
PNS 34.890.858 10.999.227 23.891.631 217,21

5122 Belanja Uang Lembur 0 0 0 0,00

34.890.858 10.999.227 23.891.631 217,21

5211 Belanja Honor Operasional 4.260.000 0 4.260.000 0,00

5212 Belanja Barang Non Operasional 22.907.579 420.000 22.487.579 100,00

5218 Belanja Barang Persediaan 0 0 0 0,00

5221 Belanja Jasa 7.525.000 2.852.500 4.672.500 163,80     

5231 Belanja Pemeliharaan 0 0 0 0,00

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 392.036.432 754.670.176 (362.633.744) (48,05)

5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 647.982.730 -                              647.982.730 -                

1.074.711.741 757.942.676 316.769.065 41,79

5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0 0,00

5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0 0,00

5361 Belanja Modal Lainnya 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

1.109.602.599 768.941.903 340.660.696 44,30

Jumlah Pengembalian Belanja 
Pegawai

Jumlah pengembalian Belanja 
Barang

Jumlah Pengembalian Belanja Modal

Total  

C. PENJELASAN PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, 

dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Perbandingan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 

2018 disajikan pada Tabel 22 berikut ini: 

Tabel 22 Perbandingan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

Uraian 2019 2018 Kenaikan/(Penurunan)

Aset 40.528.838.874 38.777.681.234 1.751.157.640

Kewajiban 113.241.942 136.800.920 (23.558.978)

Ekuitas 40.415.596.932 38.640.880.314 1.774.716.618  
Penjelasan setiap pos-pos dalam Neraca sebagai berikut: 
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C.1 ASET 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 

dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang. 

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 

Rp36.696.597.087,00 dan Rp38.777.681.234,00 mengalami penurunan sebesar 

Rp2.081.084.147,00 atau 5,37 persen. 

Tabel 23 Perbandingan Nilai Aset per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

2019 2018 Kenaikan / (Penurunan) %

36.696.597.087 38.777.681.234 (2.081.084.147) (5,37)  

Rincian Aset per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 24  berikut ini: 

Tabel 24 Rincian Aset per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

Uraian 2019 2018
Kenaikan / 

(Penurunan)
%

Aset Lancar 1.596.898.293 1.669.447.837 (72.549.544) (4,35)

Aset Tetap 31.986.089.013 35.756.025.077 (3.769.936.064) (10,54)

Aset Lainnya 3.113.609.781 1.352.208.320 1.761.401.461 130,26

Jumlah Aset 36.696.597.087 38.777.681.234 (2.081.084.147) (5,37)
 

 

C.1.1 ASET LANCAR 

C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang muka kerja dari KPPN yang diberikan kepada Satuan 

Kerja berupa uang persediaan untuk melaksanakan aktivitasnya sebelum pengeluaran yang 

dilakukan dipertanggungjawabkan. Kas di Bendahara Pengeluaran dipertanggungjawabkan pada 

akhir periode akuntansi. 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing 

sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab 

Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau 

disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. 

C.1.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas   

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan dari UP/TUP, 

kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi 

kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. 

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing 

sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 

Desember tersebut seluruhnya berasal dari utang pajak bendahara pengeluaran yang belum 

disetor ke kas negara. 

C.1.1.3 Piutang Bukan Pajak  

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang timbul dari pungutan pendapatan Negara selain Pajak.  
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Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 

Rp50.733.906,00 dan Rp55.254.165,00 merupakan piutang yang berasal dari pendapatan negara 

bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut: 

 

Table 25 Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Lancar
Kurang 

Lancar
Diragukan Macet

PT Aek 

Sibundong 

Nauli 41.603.288  1.818.182    39.785.106  -           -               -                    39.785.106             -                    

PT Sanjaya 

Wiratama 10.948.800  -                          10.948.800  -           -               -                    10.948.800             -                    

52.552.088  1.818.182    50.733.906  -           -               -                    50.733.906             -                    

50.733.906             

Nilai 

Agunan 

Barang 

Sitaan

PNBP

Jumlah Total

Penyisihan Piutang Taktertagih

Klasifikasi 

Piutang
Debitor Saldo Awal

Perubahan 

(+/-)

Saldo Akhir 

31 Desember 

2019

Peggolongan

 
 

Penurunan nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 disebabkan oleh adanya pelunasan 

piutang PT Pentas Menara Komindo atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 

meubelair lantai 4, 5, 6, 7, dan 8 Gedung Radius Prawiro DJPK sesuai Kode Billing Nomor 

820190103727392 dan telah dilunasi sesuai NTPN nomor F577B7L3LSHE17LO tanggal 7 Januari 

2019. 

C.1.1.4.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak 

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 

2018 masing-masing sebesar Rp50.733.906,00 dan Rp50.756.507,00 yang merupakan estimasi 

atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing 

piutang. 

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 merupakan nilai penyisihan atas 

Piutang Bukan Pajak sebesar nilai piutang PT. Aek Sibundong Nauli dan PT Sanjaya Wiratama.  

Penurunan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak pada TA 2019 sebesar 

Rp22.601,00 merupakan bagian lancar atas piutang PT Pentas Menara Komindo yang telah 

dilunasi sesuai NTPN nomor F577B7L3LSHE17LO tanggal 7 Januari 2019.  

C.1.1.5. Persediaan 

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal 

neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual 

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  

Aset Lancar berupa Persediaan menggunakan data yang berasal dari hasil stock opname 

Persediaan per 31 Desember 2019 sesuai dengan Berita Acara Inventarisasi (Opname Fisik) 

Barang Persediaan Nomor: BA-02/PK.133/2019 

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 

Rp1.596.898.293,00 dan Rp1.664.950.179,00. 



Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2019 Audited   

36 

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 per jenis persediaan 

dapat dilihat pada tabel 26 berikut. 

Tabel 26 Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

Akun Uraian 2019 2018
Kenaikan/

Penurunan

117111 Barang Konsumsi 1.536.828.393 1.588.625.314 (51.796.921)

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 60.069.900 76.324.865 (16.254.965)

1.596.898.293 1.664.950.179 (68.051.886)Total  
 

C.1.2 ASET TETAP 

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing–masing sebesar 

Rp31.986.089.013,00 dan Rp35.756.025.077,00 dan yang merupakan aset berwujud yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. 

Rincian aset tetap menurut jenis aset tetap dapat dilihat pada tabel 27 dan grafik 10 berikut. 

 

Tabel 27 Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

No. Uraian 2019 2018
Kenaikan/

(Penurunan)
%

1 Peralatan dan Mesin 92.851.731.639 100.841.547.680 (7.989.816.041) (7,92)

2 Gedung dan Bangunan 1.427.595.200 899.754.000 527.841.200 58,67

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 990.851.337 990.851.337 0 -               

4 Aset Tetap Lainnya 12.426.325.730 11.732.950.373 693.375.357 5,91

5 Kontruksi Dalam 

Pengerjaan 0 20.956.000 (20.956.000) (100,00)

6 Akumulasi Penyusutan 

Peralatan dan Mesin (75.256.830.469) (78.322.397.715) 3.065.567.246 (3,91)

7 Akumulasi Penyusutan 

Gedung dan Bangunan (52.176.652) (35.516.604) (16.660.048) 46,91

8 Akumulasi Penyusutan 

Jaringan (401.407.772) (372.119.994) (29.287.778) 7,87

31.986.089.013 35.756.025.077 (3.769.936.064) (10,54)Jumlah  
 

Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK-BMN dapat dilihat 

pada tabel 28 berikut: 
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Tabel 28 Daftar Perbandingan Aset Tetap di Modul GLP dan Modul Aset per 31 Desember 2019 

No. Uraian Modul GLP Modul Aset
Kenaikan/

(Penurunan)

1 Peralatan dan Mesin 92.851.731.639 92.851.731.639 0

2 Gedung dan Bangunan 1.427.595.200 1.427.595.200 0

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 990.851.337 990.851.337 0

4 Aset Tetap Lainnya 12.426.325.730 12.426.325.730 0

5 Kontruksi Dalam 

Pengerjaan 0 0 0

6 Akumulasi Penyusutan 

Peralatan dan Mesin (75.256.830.469) (75.256.830.469) 0

7 Akumulasi Penyusutan 

Gedung dan Bangunan (52.176.652) (52.176.652) 0

8 Akumulasi Penyusutan 

Jaringan (401.407.772) (401.407.772) 0

31.986.089.013 31.986.089.013 0Jumlah  

Grafik  10 Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2019 

 
 

C.1.2.1. Peralatan dan Mesin 

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing 

sebesar Rp92.851.731.639,00 dan Rp100.841.547.680,00. Dengan demikian terjadi penurunan 

sebesar Rp(7.989.816.041,00) atau (7,92) persen. 

Tabel 29 Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

Uraian 2019 2018
Kenaikan / 

(Penurunan) 
%

Peralatan dan Mesin 92.851.731.639       100.841.547.680     (7.989.816.041)  (7,92)

Jumlah 92.851.731.639 100.841.547.680 (7.989.816.041) (7,92)  

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.082.356.471,00 terdiri dari  pembelian P.C Unit, 

Scanner, meja kayu, kursi kayu, dan barang lainnya sebesar Rp2.627.271.235,00, Pengembangan 

Aset sejumlah Rp170.340.100,00 yang merupakan honor PPHP, Pokja, dll, serta Penggunaan 

kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp284.745.136,00. 
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Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin dapat disajikan pada tabel 30 berikut. 

Tabel 30 Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin 

Saldo Awal 1 Januari 2019 100.841.547.680

Mutasi Tambah 3.082.356.471

Pembelian 2.627.271.235

Pengembangan 170.340.100

Penggunaan kembali BMN yang sudah 

dihentikan penggunaan aktif 284.745.136

Mutasi Kurang 11.072.172.512

Penghentian Aset dari Penggunaan 11.072.172.512

Saldo 31 Desember 2019 92.851.731.639

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019 75.256.830.469

Nilai Buku per 31 Desember 2019 17.594.901.170  

C.1.2.2. Gedung dan Bangunan 

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing 

sebesar Rp1.427.595.200,00 dan Rp899.754.000,00  yang merupakan aset tetap berupa Rumah 

Negara Golongan I Tipe E Permanen. Kenaikan Nilai Gedung dan Bangunan berasal dari hasil 

revaluasi aset tahun 2017. 

C.1.2.3.  Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing 

sebesar Rp990.851.337,00 dan Rp990.851.337,00  yang merupakan aset tetap berupa jalan, 

irigasi dan jaringan. Nilai pos Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari nilai akun Jaringan per 31 

Desember 2018 dan tidak ada penambahan ataupun pengurangan sehingga nilainya sama 

dengan neraca per 31 Desember 2019. 

C.1.2.4.  Aset Tetap Lainnya 

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 

Rp12.426.325.730,00 dan Rp11.732.950.373,00  yang merupakan aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan. Nilai pos Aset Tetap Lainnya berasal dari nilai akun Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 

2018 dan tidak ada penambahan ataupun pengurangan sehingga nilainya sama dengan neraca 

per 31 Desember 2019. Aset Tetap Lainnya seperti bahan perpustakaan dan akumulasi 

penyusutan bahan perpustakaan. 

C.1.2.5.  Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Kontruksi Bangunan Dalam Pengerjaan DJPK TA 2019 merupakan calon aset Gedung dan 

Bangunan milik DJPK yang sudah didefinitifkan ke dalam Gedung dan Bangunan Dalam 

Renovasi. 

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 tersaji sebagai berikut: 

Tabel 31 Tabel Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan  
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No Aset Tetap Nilai

1. NIHIL                                  -    

C.1.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah 

masing-masing Rp(75.710.414.893,00) dan Rp(78.730.034.313,00). 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan 

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas 

dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi 

penyusutan tersebut merupakan hasil  dari revaluasi aset tahun tahun 2017. 

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 tersaji sebagai berikut: 

Tabel 32 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin 92.851.731.639 75.256.830.469 17.594.901.170

2 Gedung dan Bangunan 1.427.595.200 52.176.652 1.375.418.548

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 990.851.337 401.407.772 589.443.565

95.270.178.176 75.710.414.893 19.559.763.283Jumlah  
 

C.1.2.7. Aset Tetap Renovasi 

Saldo Aset Tetap Renovasi 2019 merupakan hasil dari pekerjaan pekerjaan perbaikan beton lantai 

13 Gedung Radius Prawiro dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-04/PPK.1.3.1/2019 

tanggal 29 November 2019. 

Tabel 33 Rincian Aset Tetap Renovasi 

Saldo Awal 1 Januari 2019 10.943.505.283

Mutasi Tambah 866.154.979

Gedung dan Bangunan dalam Renovasi 866.154.979

Saldo 31 Desember 2019 11.809.660.262

Nilai Buku per 31 Desember 2019 11.809.660.262  

 

C.1.3 ASET LAINNYA 

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing–masing sebesar 

3.113.609.781,00 dan Rp1.352.208.320,00. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar 

Rp1.761.401.461,00 atau 130,26 persen. 

Tabel 34 Perbandingan Posisi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

Uraian 2019 2018
Kenaikan / 

(Penurunan) 
%

Aset Lainnya 3.113.609.781          1.352.208.320          1.761.401.461      130,26

Jumlah 3.113.609.781 1.352.208.320 1.761.401.461 130,26  
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C.1.3.1.  Aset Tak Berwujud 

Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing–masing 

sebesar Rp5.466.459.685,00 dan Rp3.239.813.385,00. 

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak 

mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada DJPK berupa software yang digunakan untuk 

menunjang operasional kantor. 

Tabel 35 Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

Uraian 2019 2018
Kenaikan/ 

(Penurunan)
%

Software 5.326.749.785 3.100.103.485 2.226.646.300 71,82

Lisensi 139.709.900 139.709.900 0 -        

Jumlah 5.466.459.685 3.239.813.385 2.226.646.300 68,73  
Tidak ada Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud pada 2019 karena tidak ada pembelian ataupun 

reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset Lainnya. 

C.1.3.2. Aset Lain-lain 

Jumlah Aset Lain-lain  per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing–masing sebesar 

Rp12.899.845.759,00 dan Rp2.312.638.761,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) 

yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional DJPK serta 

dalam proses penghapusan dari BMN.  

Aset lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. 

Tabel 36 Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

Uraian 2019 2018
Kenaikan/ 

(Penurunan)

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi 

Pemerintahan 
12.476.046.735 1.888.839.737 10.587.206.998

Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam 

operasi pemerintahan
423.799.024 423.799.024 0

Total 12.899.845.759 2.312.638.761 10.587.206.998  
Tidak ada Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud pada 2019 karena tidak ada pembelian 

ataupun reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset Lainnya. 

 

 

 

C.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

C.2.1   Utang Kepada Pihak Ketiga 

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-

masing sebesar Rp113.241.942,00 dan Rp136.800.920,00. Saldo tersebut merupakan saldo 

kewajiban kepada pegawai dan pihak ketiga lainnya pada 2019 yang belum dibayarkan. 

Tabel 37 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

2019 2018 Kenaikan/ (Penurunan)

113.241.942 136.800.920 (23.558.978)  
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Nilai utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2019 terdiri dari Belanja Pegawai yang Masih 

Harus Dibayarkan (212111) sebesar Rp113.241.942,00. 

 

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 

D.1 PENDAPATAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK 

Jumlah Pendapatan PNBP untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 

2018 adalah sebesar Rp17.567.477,00 dan Rp94.847.744,00. Nilai tersebut mengalami penurunan 

sebesar Rp77.280.267,00. Rincian PNBP disajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 38 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2019 dan 2018 

Uraian TA 2019 TA 2018 %

Pendapatan Penjualan Lainnya 0 0 0,00

Pendapatan Denda Penyelesaian 

Pekerjaan Pemerintah 
8.017.477 58.847.744 (633,99)

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi 

Non Litbang Lainnya
9.550.000 36.000.000 0,00

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan 0 0 0,00

Jumlah 17.567.477 94.847.744 (439,91)  
Pendapatan Operasional berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang berasal dari 

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Penjualan Hasil Produksi 

Non Litbang Lainnya. 

D.2 BEBAN PEGAWAI 

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus 

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan 

dengan pembentukan modal.  

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 

2018 masing-masing sebesar Rp36.941.144.772,00 dan Rp32.904.999.009,00. Nilai tersebut 

mengalami kenaikan sebesar Rp4.036.145.763,00 atau 12,27 persen.  

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar 12,27 persen disebabkan belanja pegawai TA 2019 

tersebut dianggarkan lebih tinggi dari TA 2018 karena jumlah pegawai Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan mengalami kenaikan yakni semula 456 orang menjadi 562 orang.  
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Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 39 Rincian Beban Pegawai TA 2019 dan 2018 

Uraian Jenis Beban TA 2019 TA 2018
Kenaikan / 

(Penurunan)
%

Beban Gaji Pokok PNS 25.943.279.980 22.707.149.390 3.236.130.590 14,25

Beban Pembulatan Gaji PNS 399.819 352.518 47.301 13,42

Beban Tunj. Suami/Istri PNS 1.680.312.752 1.530.736.292 149.576.460 9,77

Beban Tunj. Anak PNS 517.520.772 472.501.523 45.019.249 9,53

Beban Tunj. Struktural PNS 1.420.090.000 1.420.830.000 (740.000) (0,05)

Beban Tunj. Fungsional PNS 956.980.000 738.305.000 218.675.000 29,62

Beban Tunj. PPh PNS 70.516.549 42.429.066 28.087.483 66,20

Beban Tunj. Beras PNS 1.223.245.900 1.201.810.220 21.435.680 1,78

Beban Uang Makan PNS 3.907.240.000 3.463.761.000 443.479.000 12,80

Beban Tunj. Umum PNS 895.615.000 931.410.000 (35.795.000) (3,84)

Beban Uang Lembur 325.944.000 395.714.000 (69.770.000) (17,63)

Jumlah 36.941.144.772 32.904.999.009 4.036.145.763 12,27  
 

D.3 BEBAN PERSEDIAAN 

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang  yang habis 

pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. 

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 

2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.346.424.904,00 dan Rp2.258.173.169,00. Nilai tersebut 

mengalami penurunan sebesar Rp(911.748.265,00) atau (40,38) persen. 

Tabel 40 Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018 

Uraian Jenis Beban TA 2019 TA 2018
Kenaikan / 

(Penurunan)
%

Beban Persediaan Konsumsi 1.346.424.904 2.258.173.169 (911.748.265) (40,38)

Jumlah 1.346.424.904 2.258.173.169 (911.748.265) (40,38)
 

 

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA 

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. 

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

adalah masing-masing sebesar Rp29.957.478.418,00 dan Rp31.574.187.583,00. Nilai tersebut 

mengalami penurunan sebesar Rp(1.616.709.165,00) atau (5,12) persen.  

Rincian Beban Jasa untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

adalah sebagai berikut:  
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Tabel 41 Rincian Beban Jasa TA 2019 dan 2018 

Uraian Jenis Beban TA 2019 TA 2018
Kenaikan / 

(Penurunan)
%

Beban Keperluan Perkantoran 4.731.360.091 4.736.036.665 (4.676.574) 100,00

Beban Pengiriman Surat Dinas dan Pos 

Pusat 966.708.000 725.617.000 241.091.000 33,23

Beban Honor Operasional Satker 787.950.000 754.290.000 33.660.000 4,46

Beban Barang Operasional Lainnya 570.867.253 977.233.543 (406.366.290) (41,58)

Beban Bahan 6.993.909.992 7.748.168.048 (754.258.056) (9,73)

Beban Honor Output Kegiatan 1.126.427.500 2.582.990.000 (1.456.562.500) (56,39)
Beban Ekstrakomtabel Peralatan dan 

Mesin 33.000.000 0 33.000.000 -

Beban Barang Non Operasional Lainnya 410.836.872 852.151.440 (441.314.568) (51,79)

Beban Langganan Telepon 300.386.800 185.522.109 114.864.691 61,91

Beban Jasa Konsultan 7.564.648.780 3.665.237.977 3.899.410.803 106,39

Beban Sewa 1.789.835.640 2.582.333.687 (792.498.047) (30,69)

Beban Jasa Profesi 3.199.712.500 3.843.847.500 (644.135.000) (16,76)

Beban Jasa Lainnya 1.481.834.990 2.920.759.614 (1.438.924.624) (49,27)

Jumlah 29.957.478.418 31.574.187.583 (1.616.709.165) (5,12)  

 

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN 

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau 

aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal . 

Beban Pemeliharaan untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

adalah masing-masing sebesar Rp5.076.802.348,00 dan Rp7.618.858.802,00. Nilai tersebut 

mengalami penurunan sebesar Rp(2.542.056.454,00) atau (33,37) persen. 

Rincian beban untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 42 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018 

Uraian Jenis Beban TA 2019 TA 2018
Kenaikan / 

(Penurunan)
%

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 637.357.723 1.709.683.235 -1.072.325.512 (62,72)

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 38.226.550 -                            38.226.550 -             

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.986.807.368 5.188.395.402 -1.201.588.034 (23,16)

Beban Pemeliharaan Lainnya 68.541.000 85.107.000 -16.566.000 (19,46)

Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan 174.819.707 56.625.965 118.193.742 208,73

Belanja Pemeliharaan Jaringan 171.050.000 579.047.200 -407.997.200 (70,46)

Jumlah 5.076.802.348 7.618.858.802 -2.542.056.454 (33,37)  
 

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS 

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. 

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 
2018 adalah masing-masing sebesar Rp23.943.273.231,00 dan Rp32.331.698.866,00. Nilai tersebut 
mengalami penurunan sebesar Rp(8.388.425.635,00) atau (25,94) persen. 
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Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 

Desember 2018 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 43 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018 

Uraian Jenis Beban TA 2019 TA 2018
Kenaikan / 

(Penurunan)
%

Beban Perjalanan Biasa 11.702.259.492 12.488.031.799 (785.772.307) (6,29)

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 492.816.000 650.201.000 (157.385.000) (24,21)

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 

Dalam Kota
9.655.861.300 11.614.970.479 (1.959.109.179) (16,87)

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 

Luar Kota
2.004.158.169 7.578.495.588 (5.574.337.419) (73,55)

Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 88.178.270 -                               88.178.270 -            

Jumlah 23.943.273.231 32.331.698.866 (8.388.425.635) (25,94)  
 

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi  sistematis atas nilai suatu 

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan 

manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. 

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 

dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.408.258.799,00 dan 

Rp8.805.762.583,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp(397.503.784,00) atau (4,51) 

persen. 

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 

dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2019 dan 2018 

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TA 2019 TA 2018
Kenaikan / 

(Penurunan)
%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 7.633.683.622            8.520.268.672            (886.585.050)          (10,41)

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 19.086.430                  11.838.868                  19.086.430              61,22

Beban Penyusutan Jaringan 29.287.778                  29.287.778                  -                                 -             
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak 

Digunakan dalam Operasional 50.238.541                  -                                     50.238.541              
-             

Jumlah Penyusutan 7.732.296.371            8.561.395.318            (829.098.947)          (9,68)

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 675.962.428 244.367.265 431.595.163 176,62

Jumlah Amortisasi 675.962.428               244.367.265               431.595.163            176,62

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 8.408.258.799            8.805.762.583            (397.503.784)          (4,51)  
 

D.8 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH 

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 

31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(22.601,00) dan Rp22.601,00. Beban 

Penyisihan piutang taktertagih bernilai minus disebabkan oleh adanya pembayaran atas bagian 

lancar piutang taktertagih PT Pentas Menara Komindo atas denda keterlambatan penyelesaian 
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pekerjaan meubelair lantai 4, 5, 6, 7, dan 8 Gedung Radius Prawiro DJPK sesuai Kode Billing Nomor 

820190103727392 dan telah dilunasi sesuai NTPN nomor F577B7L3LSHE17LO tanggal 7 Januari 

2019. 

D.9 KEGIATAN NON OPERASIONAL 

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya 

tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 

2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 45 Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan 2018 

Uraian TA 2019 TA 2018

Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar 130.004.000 121.983.288

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0 34.757.143

Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban

Jangka Panjang 130.004.000 87.226.145

Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 181.801.414 427.372.165

Beban Dari kegiatan Non Operasional Lainnya 119.974.167 52.370.523

Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non

Operasonal Lainnya 61.827.247 375.001.642

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 191.831.247 462.227.787  

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp130.004.000,00 berasal dari 

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebesar 

Rp9.583.333,00 , Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp46.033.489,00 , Pendapatan 

Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp126.184.592,00. 

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp119.974.167,00 seluruhnya berasal dari 

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan. 

 

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

E.1 EKUITAS AWAL 

Nilai ekuitas untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah 

masing-masing sebesar Rp38.640.880.314,00 dan Rp24.255.545.308,00. Nilai ekuitas awal berasal 

dari nilai ekuitas akhir pada Audited TA 2018. 

Tabel 46 Perbandingan Nilai Ekuitas Awal 

TA 2019 TA 2018 Kenaikan / (Penurunan)

38.640.880.314,00 24.255.545.308,00 14.385.335.006,00  
E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO 

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit 

kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa. 
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Jumlah Defisit LO untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

adalah sebesar Rp(105.463.961.147,00) dan Rp(114.936.627.082,00). 

Tabel 47 Perbandingan Surplus/Defisit LO 

TA 2019 TA 2018 Kenaikan / (Penurunan)

(105.463.961.147) (114.936.627.082) 9.472.665.935  
 

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang  

berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar 

Rp2.892.500,00 dan Rp98.875.970,00. 

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset 

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan 

harga perolehan terakhir. Tidak ada Penyesuaian Nilai Aset untuk periode 31 Desember 2019 dan 

31 Desember 2018. 

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan 

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena 

kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada peiode sebelumnya. Koreksi tambah atas 

nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

adalah sebesar Rp2.892.500,00 dan Rp0,00. 

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap 

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang 

aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 

31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. 

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 

adalah masing-masing sebesar (Rp200.803.618,00) dan Rp98.875.970,00. Koreksi tersebut 

berasal dari adanya transaksi koreksi revaluasi untuk aset tahun 2017. 

 

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 

Transaksi antar Ekuitas untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 

2018 adalah masing-masing sebesar Rp103.604.347.096,00 dan Rp129.223.086.118,00. 
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Tabel 48 Rincian Nilai Transaksi Antar Ekuitas 

Transaksi Antar Entitas Nilai

Diterima dari Entitas Lain (207.708.558)

Ditagihkan ke Entitas Lain 97.326.327.096

Pengesahan Hibah Langsung 6.485.728.558

Jumlah 103.604.347.096

 
 

E.5 EKUITAS AKHIR 

Nilai Ekuitas untuk periode yang  berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah 

masing-masing sebesar Rp36.583.355.145,00 dan Rp38.640.880.314,00. 

Tabel 49 Perbandingan Nilai Ekuitas Akhir  

TA 2019 TA 2018 Kenaikan / (Penurunan)

36.583.355.145,00 38.640.880.314,00 (2.057.525.169)             
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LAPORAN E-REKON LK 
 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
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NERACA 
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LAPORAN OPERASIONAL 
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
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REKENING PEMERINTAH 
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BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN KPPN 
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